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UPATETANJUNC JABUNG BARAT,

bahwa dalnm ranpla menghodapl gugatan dan tantutan hukoarm
A Pervadilan Perdato, Mdana dan Tats Usaha Hegara serta Hale Uji
Materil atas produle haboam daeriah dan permasalahan huleurn
lainnya yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat perlu menunjuk Tenaga Advokat [/ Biro Konsultasi dan
Hantuan Hulkum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

bahwa Firma Hukum Harnuni, SH dan Fekan, Firma Hukum In
Law & Justice dan Firma Hukum llham Singgih dan Rekan
mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan integritas dalam
menghadapi gugatan, tuntutan hukum dan dapat memberikan
pendapat hukum terkait permasalahan yang dihadapi oleh
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Tenaga Advokat / Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran
2023,

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
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Tahun 1086 tentang Peradilan Tata
Usaha Negnra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 77), sebagimimann telah beberapan kali diubah teralhin
dengan  Undang undang  Nomor 51 Tahun 2000  tentang
Perubahan Kedun atas Undang Undang Nomor 5 Tahun !‘JH":
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik

Indanesin Tahiun 2009 Nomaor 50749);

Tahun 1999 tentang Pembentukan
1aro Jambi

| Undang Undang Namor 5

Undang Undang Nomor 54
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Mu
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 3903) m:bu;l,ni'mmm telah
diubah dengan Undang Undang Nomaor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Sarolangun,  Kabupaten Tnbo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik
Indonesia Nomor 5679);

-—

C

6.

-~

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 214):

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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‘0 Tahun 2015 tentang Pembentu .
. hun 2019 Nomor 187);

(Rertta Nepara Republik Indonesia Ta

10 Peraturan Daerah [Kabupaten Tanjung .Inhu‘ng Harat )Nu'mmp"(:
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunarn l:’r(_'lr?[;.:n
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten ’l'nn)ux’u; .’nhun(% "l'.\ U
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah .l\nhupmvn Imulm]gl
Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana l(,-luh‘ r!l‘ubuh 1")':}31’]1«1])'.1':.1] ’
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentar ;_;
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten T&ln]l..;{l[,
Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pr.-mbcnl'ulmn '(tu.n
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
kabupaten Tanjung Jabung Burn't Tahun Anggaran ?02.]2
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 202
Nomor 13);
12, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tabun 2021
. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerflh
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 33).

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja' Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

2. Surat Permohonan dari Tenaga Advokat Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

|
|

|

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Menunjuk Tenaga Advokat / Biro Konsultasi dan Bantuan
Hukum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
. Anggaran 2023, sebagai berikut :
No Nama Advokat Tempat Tugas \4
|
1 | Harnuni, SH Kantor Hukum Harnuni, |
SH dan Rekan 1
2 | M.Amin Taufiq, SH. CLA Kantor Hukum Harnuni, ‘
SH dan Rekan |
3 | Hevvy Zainsyah, SH. CLA Kantor Hukum In Law &
Justice B
4 |Ilham Singgih Prakoso, SH. MH | Kantor ~ Advokat Ilham
Singgih dan Rekan |
KEDUA . Tenaga Advokat / Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. memberikan pendapat hukum dan bantuan hukum atas
permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik melalui jalur hitigasi
maupun non litigasi;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

b melakukan segala tindakan dan upava hukum  yang
diperlukan dan bermanfaat bag Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat sesual dengan Surat huasa Khusus,

¢ menghadap dan berbicara kepada  pejabat/instanst
pemenntah dan instans! terkait lainnva berkenaan dengan
penyvelesaian permasalahan hukum vang dihadapr  oleh
Pernerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

d. menghadin persidangan, mengajukan gugatan, mengajukan
jawaban atas gugatan, mengajukan perlawanan hantahan
atas gugatan, mengajukan  gugatan balasan  serta
mengajukan tuntutan gant rugi, bunga dan uang pak"s.l,
mengajukan dan menolak saksi-saksi, mengajukan bukt dan
membuat kesimpulan, menerima atau menolak perdamaian
di muka Pengadilan, mengajukan memori dan kontra memori
di ingkat Banding maupun Kasasi, dan

e memberikan bantuan hukum maupun pendapat hukum
kepada perangkat daerah terhadap permasalahan hukum
vang dihadapi atas persetujuan Bupati Tanjung Jabung,
Barat.

. Tenaga Advokat / Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung
jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupab
Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kepada masing-masing Advokat sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU diberikan biaya jasa kerja selama
12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan in
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan
Kode Rekening : 4.01.02.2.03.01.5.1.02.02.01.0029 (Belanja
Jasa Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan
Hukum).

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januan
2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal \ Ward WU

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Py —
ANWAR SADAT
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